
BAB 2 

SEKILAS HARIAN KOMPAS DAN RIWAYAT RUUK-DIY 

 

2.1. Riwayat Koran di Indonesia 

Media massa adalah pembebas manusia, pembebas dari keterasingan 

kehidupan dan dari kesempitan pikiran lewat  pertukaran gagasan, pendapat dan 

informasi. Melalui pertukaran ini media massa ikut menyumbang pada 

pemahaman dan toleransi antar manusia. Memang sejak mula bahwa media massa 

menjadi”rebutan” (Atmakusumah, Internet Media Pers Masa Depan, Kompas, 28 

Juni 2000) antara penguasa pemerintahan yang ingin mengendalikan gerak-gerik 

rakyat dan masyarakat luas yang mencita-citakan pencerahan, pembaharuan dan 

pembebasan. 

Pengalaman masa lalu dalam sejarah penerbitan surat kabar di Indonesia 

tidak luput dari kontrol pemerintah sejak pemerintah kolonial Belanda. Setiap 

surat kabar yang beredar haruslah melalui penyaringan oleh pihak pemerintahan 

Gubernur Jenderal di Bogor. Tidak hanya itu, surat kabar Belanda pun terbit di 

daerah Sumatra dan Sulawesi. Di Padang terbit Soematra Courant, Padang 

Handeslsbland dan Bentara Melajoe. Di Makasar (Ujung Pandang) terbit Celebes 

Courant dan Makassarsch Handelsbland 

Di masa pendudukan Jepang memasuki Indonesia, surat kabar - surat kabar 

yang beredar di Indonesia diambil alih secara pelan-pelan. Beberapa surat kabar 

disatukan dengan alasan penghematan namun yang sebenarnya adalah agar 

pemerintah Jepang memperketat pengawasan terhadap isi surat kabar. Kantor 

Berita Antara diambil alih dan diubah menjadi kantor berita Yashima dengan 

berpusat di Domei, Jepang. Konten surat kabar dimanfaatkan sebagai alat 

propaganda untuk memuji-muji pemerintahan Jepang. Wartawan Indonesia saat 

itu bekerja sebagai pegawai sedang yang mempunyai kedudukan tinggi adalah 

orang-orang yang sengaja didatangkan dari Jepang. 
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Pada saat itu pemerintah Jepang menggunakan surat kabar sebagai alat 

propaganda pencitraan pemerintah, Indonesia pun melakukan hal yang sama 

untuk melakukan perlawanan dalam hal sabotase komunikasi. Edi Soeradi 

melakukan propaganda agar rakyat berdatangan pada Rapat Raksasa Ikada pada 

tanggal 19 September 1945 untuk mendengarkan pidato Bung Karno. Dalam 

perjalanannya, Berita Indonesia (BI) berulang kali mengalami pembredelan di 

mana selama pembredelan tersebut para pegawai kemudian ditampung oleh surat 

kabar Merdeka yang didirikan oleh B.M. Diah. Surat kabar perjuangan lainnya 

adalah Harian Rakyat dengan pemimpin redaksi Samsudin Sutan Makmur dan 

Rinto Alwi dimana surat kabar tersebut menampilkan “pojok” dan “Bang Golok” 

sebagai artikel. Surat kabar lainnya yang terbit pada masa ini adalah Soeara 

Indonesia, Pedoman Harian yang berubah menjadi Soeara Merdeka (Semaeang), 

Kedaulatan Rakyat (Yogyakarta), Demokrasi (Padang) dan Oetoesan Soematra 

(Padang). 

Setelah dikeluarkannya dekrit presiden tanggal 5 Juli 1959 oleh presiden 

Soekarno, terdapat larangan terhadap kegiatan politik termasuk pers. Persyaratan 

untuk mendapat Surat Izin Terbit dan Surat Izin Cetak diperketat yang kemudian 

situasi ini dimanfaatkan oleh Partai Komunis Indonesia untuk melakukan 

slowdown atau mogok secara halus oleh para buruh dan pegawai surat kabar. 

Karyawan pada bagian setting melambatkan pekerjaannya yang membuat banyak 

kolom surat kabar tidak terisi menjelang batas waktu cetak (deadline). Pada 

akhirnya kolom tersebut diisi iklan gratis. Hal ini menimpa surat kabar Soerabaja 

Pos dan Harian Pedoman di Jakarta. Pada periode ini banyak terjadi kasus antara 

surat kabar pro PKI dan anti PKI. 

Di masa Orde Baru, surat kabar yang dipaksa untuk berafiliasi kembali 

mendapatkan pribadi awalnya, seperti Kedaulatan Rakyat yang pada zaman orde 

lama harus berganti menjadi Dwikora. Hal ini juga terjadi pada Pikiran Rakyat di 

Bandung. Bahkan pers kampus pun mulai aktif kembali. Namun dibalik itu 

semua, pengawasan dan pengekangan pada pers terutama dalam hal konten tetap 

diberlakukan. Pemberitaan yang dianggap merugikan pemerintah harus dibredel 
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dan dihukum dengan dilakukan pencabutan SIUP seperti yang terjadi pada Sinar 

Harapan, tabloid Monitor dan Detik serta majalah Tempo dan Editor. Pers lagi-

lagi dibayangi dalam kekuasaan pemerintah yang cenderung memborgol 

kebebasan pers dalam membuat berita serta menghilangkan fungsi pers sebagai 

kontrol sosial terhadap kinerja pemerintah. Pembredelan pun marak pada periode 

ini. 

 

2.2. Harian Kompas 

Kompas lahir di tanah Indonesia pada awalnya bernama Intisari, apabila kita 

membicarakan Intisari tidak dapat kita lepaskan dari Kelompok Kompas 

Gramedia atau disingkat KKG. Tepatnya pada tanggal 7 Agustus 1963, Intisari 

lahir dalam nuansa suka cita dalam usia Republik Indonesia yang ke-18. Pada 

awal terbit masih bersifat bulanan, setahun kemudian Presiden Soekarno 

memberikan desakan kepada Partai Katolik untuk mendirikan koran sebagai 

langkah untuk menandingi komunis pada waktu itu. Mulailah beberapa wartawan 

katolik direkrut untuk menindak lanjuti keinginan dari Soekarno. Dari pertemuan 

itulah terbentuk pengurus Kompas dan melalui rahim Yayasan Bentara Rakyat 

inilah  lahir Kompas. Di tengah lingkungan politik, ekonomi dan infrastruktur 

yang kurang menunjang, P.K. Ojong dan Jacob Oetama mulai membangun 

perusahaan  dengan mempersiapkan penerbitan koran baru sebagai corong Partai 

Katolik. Namun kondisi politik yang kurang kondusif membuat pekerjaan tersebut 

menjadi tidak mudah dan rencananya koran ini dinamai Bentara Rakyat. 

Meskipun beratnya syarat yang harus dipenuhi sebuah surat kabar yang akan 

terbit pada waktu itu, dengan adanya aturan pengumpulan tanda tangan pelanggan 

sebanyak 5.000 orang, tidak menyurutkan semangat para pengurus, termasuk di 

dalamnya Frans Seda. 

Pada tanggal 28 Juni 1965 di Jakarta Kompas terbit untuk yang pertama kali 

dengan tiras 4800 eksemplar. Dalam kondisi nasional yang kurang kondusif 

tersebut pada akhirnya Kompas mampu memenuhi syarat-syarat yang lumayan 

berat untuk di penuhi. Dengan dukungan yang diberikan oleh Jendral A. Yani 
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sebagai bentuk harapan untuk mengeliminir kekuatan komunis pada saat itu 

sehingga muncul semacam kekuatan jurnalistik untuk beroposisi dengan komunis, 

selain itu juga mengingat pada saat itu banyak koran yang mengalami 

pembredelan dikarenakan dinilai kurang revolusioner. Kompas sendiri menemui 

banyak cemoohan dari media massa yang condong pada komunis dalam usia yang 

sangat belia saat itu. Meskipun demikian, sesuai dengan tujuan sejak awal 

pendiriannya  yaitu untuk menyelamatkan dari penyimpangan opini dan hasutan-

hasutan masa komunis serta demi tegaknya orde baru. 

Pertama kali terbit Kompas terdiri dari empat halaman, dengan tampilan 

berita baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, yang antara lain mengenai 

tertundanya Konferensi Asia Afrika (KAA) dengan diberi judul ‘ KAA II Ditunda 

Empat Bulan ’. Selain itu sebagai kata perkenalan dari Kompas muncul Pojok 

Kompas di kanan bawah yang berbunyi ‘ Mari ikat hati mulai hari ini dengan 

Mang Usil ’. Sedangkan staf dan pengurus redaksi ditulis pada pojok kiri atas 

halaman pertama dengan pimpinan redaksi Jakob Oetama sedangkan nama P.K. 

Ojong  tidak tercantum dalam ke pengurusan redaksi pada saat itu dikarenakan 

dinilai “tabu politik”. 

Tajuk rencana yang merupakan sikap dari media , belum dimunculkan oleh 

redaksi, tetapi di halaman dua terdapat tulisan tentang “Lahirnya Kompas” yang 

disebut sebagai tajuknya Kompas. Halaman dua ditampilkan beberapa berita dari 

luar maupun dari dalam negeri dengan ditambah beberapa artikel lepas. Berita 

olah raga masih mendapatkan porsi yang kecil, yakni dua buah berita di halaman 

empat. Tampilan pada usia yang masih muda masih memerlukan banyak 

perbaikan dalam segi penulisan dan penyajian berita. Seperti halnya pada gambar 

yang kurang jelas atau aksesoris yang masih kurang untuk menambah tampilan 

dari Kompas. 

Pemerintahan sangat memberikan warna dalam dinamika pers, dalam masa 

demokrasi Terpimpin, pemerintah saat itu memberlakukan peraturan menyangkut 

kehidupan pemberlakuan  peraturan yang menyangkut kehidupan pers di 

Indonesia melalui Peraturan Presiden no. 6 tahun 1964 yang menetapkan bahwa 
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setiap surat kabar berafiliasi dengan partai politik yang ada. Kompas sendiri pada 

saat itu bergabung dengan Partai Katolik Indonesia (Parkindo). Kompas kembali 

menjadi media cetak yang independen serta bersifat umum. Kembalinya  Kompas 

menjadi surat kabar yang independen didasarkan pada keyakinan para perintisnya 

sejak semula, yaitu bahwa visi kemasyarakatan koran harus terbuka. Visi dan 

sikap itu selain sesuai dengan keyakinan para perintisnya, juga dianggap sesuai 

dengan fungsi pers Indonesia, yaitu ikut mengembangkan sikap saling pengertian 

dalam masyarakat yang majemuk. Dengan keterbukaan itulah memungkinkan 

Kompas berkembang lebih cepat.  

Dalam perkembangan selanjutnya, pada 3 bulan usianya, Kompas sudah 

dilarang terbit bersama beberapa surat kabar lainnya, tepatnya pada Oktober 1965. 

Larangan terbit ini berkaitan dengan peristiwa nasional G 30 S PKI yang 

menewaskan enam Jenderal pucuk pimpinan TNI AD, termasuk Letjen Achmad 

Yani yang menggagas terbentuknya Kompas . Waktu itu hanya harian Angkatan 

Bersenjata, Berita Yudha dan LKBN Antara saja yang diizinkan terbit oleh 

Pelaksana Penguasa Perang Daerah (Pepelrada). Sebenarnya  Kompas boleh saja 

tetap terbit, mengingat edisi tanggal 2 Oktober 1965, beritanya berpihak ada Orde 

Baru, apalagi  Kompas sering mengkritik PKI, bahkan dalam salah satu tajuknya 

yang secara tegas menyatakan “….dengan perbuatan G 30 S-nya sudah nyata PKI 

dan ormas - ormasnya dari partai progresif revolusioner jatuh menjadi kontra 

revolusioner….”. Tetapi suasana menjelang tengah malam dan kekalutan sedang 

menimpa Jakarta, sulit untuk mencari kejelasan atas alasan terbit dengan situasi 

semacam ini.  

Setelah suasana tenang, tanggal 6 Oktober  Kompas dan beberapa koran 

diperbolehkan terbit kembali. Namun,  Kompas baru terbit kembali pada 6 

November 1965 dengan partner percetakan PT. Kinta, salah satu percetakan 

terbaik pada waktu itu. Pindahnya Kompas ke partner baru, yaitu PT. Kinta 

dikarenakan Pepelrada tetap melarang terbit kepada beberapa media, yang salah 

satunya berpartner dengan PT. Kinta. Melihat peluang ini, Kompas segera 

bergabung dengan PT. Kinta. Dengan partner barunya, bukan saja wajah  Kompas 
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yang semakin cantik tetapi tirasnya juga meningkat menjadi 23.268 eksemplar. 

Peningkatan ini, tentu saja bukan karena cantiknya tampilan Kompas tapi juga 

didorong oleh kevakuman informasi sebagai akibat larangan terbit beberapa surat 

kabar. Sehingga ketika larangan itu dicabut, munculnya surat kabar menjadi 

sarana untuk mendapatkan informasi yang paling penting di samping radio. 

Usaha peningkatan mutu cetakan terus dilakukan. Belum genap satu tahun 

Kompas dicetak PT. Kinta, Kompas sudah berpindah-pindah cetakan. Setelah PT. 

Kinta, Kompas pindah ke percetakan Abadi dan pada 2 Agustus 1966, Kompas 

sudah pindah percetakan lagi ke percetakan Masa Merdeka.  

Dalam rangka menuju surat kabar yang memiliki manajemen profesional, 

Kompas senantiasa membenahi dirinya dan melakukan audit sirkulasi Kompas 

sejak tahun 1971. Sirkulasi Kompas diaudit oleh Drs. Utomo, seorang akuntan 

publik dari tiga biro iklan terkemuka saat itu. Data audit diterbitkan dan disiarkan 

setiap Minggu kepada para biro iklan, sehingga para biro iklan tersebut dapat 

memantau sirkulasi Kompas dengan data yang sebenarnya (valid). Untuk 

memantapkan data audit tersebut, maka sejak Desember 1978, Kompas resmi 

menjadi anggota audit Bureau of Circulation Sydney, Australia. Badan audit 

tersebut merupakan badan internasional yang dibentuk bersama oleh penerbit 

surat kabar dan pemasang iklan untuk menyiarkan angka-angka sirkulasi yang 

benar (valid) dari para anggotanya. 

Pihak Kompas menyadari penuh bahwa selama ini penerbitan Kompas 

sangat bergantung pada percetakan. Sementara Kompas selalu berpindah-pindah 

percetakan, sehingga banyak kendala yang menghalangi perkembangannya. Untuk 

itu, Kompas berobsesi untuk memiliki percetakan sendiri demi kemajuan Kompas 

Obsesi  tersebut terwujud pada pertengahan tahun 1972 dengan lahirnya 

percetakan Gramedia. Secara bertahap, dengan adanya percetakan sendiri, seluruh 

kegiatan keredaksionalan Kompas mulai disatukan di Kompleks Palmerah, 

Jakarta Barat. Meskipun demikian kegiatan administrasinya masih berlangsung di 

gedung Perintis, Jakarta Barat. 
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Dengan adanya percetakan milik sendiri, Kompas mengalami peningkatan 

oplah. Hal ini juga mengindikasikan bahwa Kompas semakin dipercaya oleh 

masyarakat Indonesia. Dari sisi pemberitaan pun, Kompas dinilai cukup kritis. 

Kekritisan ini pun berbuah peringatan keras dari pemerintah pada tahun 1978, dan 

Kompas dilarang untuk terbit dua Minggu. Larangan terbit dari pemerintah ini 

muncul karena ada pemberitaan tentang maraknya demonstrasi mahasiswa di 

berbagai kota yang dinilai oleh pemerintah sebagai pemberitaan yang tidak 

proporsional dan tidak bertanggung jawab. Setelah diperbolehkan terbit kembali, 

Kompas mulai terbit 7 kali dalam seminggu, dengan Kompas edisi Minggu yang 

sebelumnya belum ada.  

Mulai tahun 1982, penerbit Kompas bukan lagi Yayasan Bentara Rakyat, 

tetapi PT. Kompas Media Nusantara, ‘Perpindahan’ ini dikarenakan terbitnya 

Undang-undang pokok Pers tahun 1982 mengenai ketentuan Surat Izin Usaha 

Penerbitan Pers (SIUPP) yang mewajibkan seluruh penerbit pers berbadan hukum.  

Kompas merupakan surat kabar pelopor bagi industrialisasi pers di 

Indonesia. Kompas dengan kelompok Gramedianya mempunyai sedikitnya tujuh 

jenis usaha yang berbeda, yaitu: pers, penerbitan buku, pasar swalayan, 

percetakan, perhotelan, bank dan tambak udang. 

Khusus di bidang pers, Kompas juga mengembangkan berbagai majalah dan 

tabloid olahraga Bola, majalah mingguan Jakarta, majalah anak-anak Bobo, 

majalah remaja Hai, tabloid wanita Nova, tabloid hiburan Citra, Bintang, Monitor, 

majalah hiburan Senang, tabloid kesehatan dan eksekutif Senior, tabloid ekonomi 

dan bisnis Kontan, serta suplemen Kompas untuk kaum muda dan wanita, yaitu 

Aktual Muda dan Swara. 

Khusus tabloid hiburan Monitor, majalah Senang dan majalah Jakarta  

Jakarta sudah tidak terbit. Tabloid Monitor tidak terbit karena kasus angket tokoh 

idola yang dilakukan tabloid ini yang mengundang protes keras dari umat Islam 

pada tahun 1990. Dalam angket tersebut menempatkan Nabi Muhammad di 

bawah beberapa tokoh terkenal lainnya seperti Soeharto dan KH Zainuddin MZ. 

Sedangkan majalah Senang membekukan diri karena dirasa telah 
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mengilustrasikan gambar Nabi Muhammad pada salah satu rubrik konsultasi 

mimpi. Sedang majalah Jakarta tidak terbit karena alasan ekonomi.  

Di samping mengembangkan beberapa media tersebut, Kompas juga 

melebarkan sayap ke daerah-daerah. Media yang dikembangkan Kompas di 

daerah antara lain Harian Sriwijaya Pos, Serambi Indonesia di Aceh, Harian Surya 

di Surabaya, dan Harian Bernas di Yogyakarta. Kompas juga telah merambah 

dalam media audio visual dengan mendirikan stasiun televisi dengan nama TV7. 

Selain itu pula seiring dengan maraknya pengembangan internet di Indonesia, di 

mana banyak media-media yang berbasiskan internet, Kompas juga 

memanfaatkan internet dengan membuka homepage dengan nama Kompas Online 

pada alamat www.kompas.com.   

Banyaknya media yang dimiliki, oleh Kompas maka isu-isu konglomerasi 

pers pun muncul. Banyak sekali kritikan kepada Kompas mengenai pengaburan 

idealisme dan komersialisme. Akan tetapi kritikan tersebut ditanggapi Jakob 

Oetama selaku pimpinan bahwa Kompas akan selaku membangun komitmen serta 

visi sebagai jati diri dari grup Kompas Tahun 2000 dalam rangka memberikan 

kontrol efektif terhadap kualitas isi Kompas maka dibentuklah Tim Ombudsman 

Kompas Lembaga ini merupakan lembaga independen yang bertugas untuk 

mengevaluasi dan memberikan saran perbaikan pada manajemen. Sehingga 

diharapkan Kompas mampu menjaga konsistensi terhadap visi serta kebijakan 

redaksionalnya dengan terus mengingatkan terhadap kelompok yang mapan, 

mencerdaskan kehidupan bangsa. 

 

2.2.1. Visi, Misi dan Kebijakan Redaksional  

Visi merupakan jalan menuju sasaran yang hendak dicapai dalam sebuah 

manajemen organisasi. Dalam dunia media massa visi atau pandangan pokok 

media akan diimplementasikan menjadi Kebijakan redaksional yang merupakan 

kerangka acuan dalam menyeleksi dan mengolah fakta sehingga terjadi sebuah 

berita. Dari visi ini biasanya menghasilkan penyajian berita dengan sudut 
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pandang  yang berbeda-beda setiap media. Visi atau pandangan pokok atau 

seuntai nilai dasar itu sekaligus diperkaya dan diaktualkan oleh para wartawan 

sekaligus diperkaya dan diaktualkan oleh para wartawan melalui pekerjaan dan 

karyanya, melalui pergulatan dengan realitas, serta pemikiran yang mereka olah 

menjadi bahan berita, laporan, maupun komentar. 

Visi Kompas adalah berpartisipasi dalam membangun Masyarakat Indonesia 

Baru, yaitu masyarakat dengan kemanusiaan yang transendental, persatuan dalam 

perbedaan, menghormati individu dan masyarakat yang adil dan makmur. Faktor 

yang menjadi sentral dalam visi ini adalah manusia dan kemanusiaan beserta 

cobaan, permasalahan, aspirasi, hasratnya, keagungan dan kehinaan.  Kompas 

tergerak oleh visi ini dan berusaha peka akan nasib manusia.  

Tergerak dari visi tersebut  Kompas berusaha senantiasa peka akan nasib 

manusia dan semestinya berpegang pada ungkapan klasik dalam jurnalistik : 

menghibur kaum papa, mengingatkan yang mapan. Kepekaan  Kompas akan hal-

hal kemanusiaan, terulang pula pada moto ‘Amanat Hati Nurani Rakyat’ yang 

selalu dituliskan di bawah logo Kompas. Dari motto tersebut menunjukkan bahwa  

Kompas berkomitmen juga untuk menyuarakan hati nurani rakyat. Jargon 

manusia dan kemanusiaan yang diusung Kompas  diharapkan akan selalu 

memberikan warna, makna, kekayaan serta jiwa dalam pemberitaan, laporan 

maupun komentar-komentarnya. Apalagi akhir-akhir ini Kompas  

mensosialisasikan slogan yang juga merupakan ajakan kepada masyarakat untuk 

dapat lebih peka terhadap kondisi sosial. Slogan tersebut adalah ‘Buka Mata 

dengan Kompas ’. Slogan  tersebut merupakan ajakan kepada masyarakat untuk 

melihat masyarakat maupun realitas sosial secara lebih peka. 

Berbicara tentang manusia dan kemanusiaan dalam konteks kebudayaan, 

sering dikonotasikan pada humanisme sekuler dalam sejarah perkembangan 

Eropa. Konotasi itu membuat orang cemas, bahwa humanisme tersebut belum 

tentu sesuai dengan nilai-nilai di Indonesia. Manusia dan kemanusiaan yang 

menjadi semangat dalam visi Kompas berpegang pada Pancasila yang 

mengandung prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, kemanusiaan, keadilan 
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sosial dan dimensi religiulitas. Dengan demikian Kompas diharapkan senantiasa 

peka terhadap realitas sosial, memberikan perhatian dan saling mengingatkan 

bahwa prinsip bangsa ini adalah mewujudkan keadilan sosial bagi rakyatnya.  

Dengan berkomitmen membangun Masyarakat Indonesia Baru dan titik 

sentral pada manusia dan kemanusiaan,  Kompas dalam pemberitaannya, 

membawakan nilai-nilai demokrasi, kemanusiaan dan hak asasi manusia. Apalagi 

di era reformasi ini, wacana demokrasi, kebebasan pers dan hak asasi manusia 

menjadi hal yang utama. 

Dalam suasana kebebasan pers ini,  Kompas dituntut untuk menyampaikan 

informasi yang padat, berisi, menghormati hati nurani, penuh wawasan dan cerdas 

serta tidak mengumbar sensualitas belaka. Dalam membawakan komitmen ini  

Kompas mempunyai misi mengasah nurani, membuat cerdas. 

Dengan misi tersebut,  Kompas dalam setiap pemberitaan dan ulasannya 

akan berusaha menggugah nurani pembaca sekaligus mengajak pembaca untuk 

berpikir cerdas. Sehingga dalam setiap pemberitaannya,  Kompas tidak 

menggiring interpelasi atau opini tertentu kepada pembaca. Pembaca dibebaskan 

untuk menafsirkan sesuai dengan frame of reference masing-masing. Untuk itu, 

pembaca akan terlatih untuk berpikir cerdas dalam menghadapi suatu berita,. Di 

samping mengajak pembaca untuk berpikir cerdas dan menggugah nuraninya 

Kompas, , layaknya fungsi suatu media, juga menjadi jembatan antara penguasa 

dengan masyarakat dalam setiap pemberitaannya. Untuk itu  Kompas berusaha 

menyerap setiap aspirasi yang berkembang di masyarakat. 

 

2.2.2. Kebijakan Redaksional  

Visi dan misi yang telah ada dan jelas harus didukung pula. Kebijakan 

redaksional yang berfungsi sebagai petunjuk teknis dan operasional dari visi dan 

misi. Kebijakan redaksional ini juga berfungsi sebagai pedoman dan ukuran 

dalam menentukan kejadian macam apa yang patut diangkat serta dipilih oleh 

surat kabar untuk menjadi bahan berita maupun bahan komentar.  
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Kebijakan redaksi  Kompas harus sesuai dengan visi dan misi yang 

menjunjung nilai-nilai demokrasi dan kemanusiaan. Kompas sering menjadi 

kekuatan kontrol dalam masyarakat. Tak heran jika Kompas sering mengingatkan 

pada bagian masyarakat yang mengalami kemajuan, bahwa masih ada yang 

tertinggal. Suatu ungkapan jurnalistik yang sering digunakan  Kompas dalam 

pemberitaannya adalah : “liput dua belah pihak, dengarkan pihak lain, jangan-

jangan masih ada kemungkinan yang lain”. Dengan ungkapan itu, pemberitaan 

yang dimuat tetap menjunjung tinggi demokrasi, kemanusiaan, dan asas praduga 

tak bersalah. 

Secara konkret, kebijakan redaksional Kompas dapat dijabarkan sebagai 

berikut : 

1) Kompas merupakan media yang tidak berpihak pada satu golongan, 

partai maupun agama tertentu 

2) Tidak membenarkan mengkritik seseorang mengenai hal-hal yang 

bersifat pribadi 

3) Tidak membenarkan bagi wartawannya untuk mencari keuntungan 

pribadi 

4) Menggunakan sistem check and rechek dalam berita 

5) Tidak memihak salah satu golongan, kelompok atau pihak-pihak 

tertentu dalam menangani kasus-kasus pemberitaan 

6) Menghargai hal-hal yang bersifat off the record 

7) Menghormati hak jawab, baik dalam bentuk berita maupun surat 

pembaca 

8) Kompas tidak akan memuat hal-hal yang berbau SARA 

Kompas tidak membuat kebijakan persentase volume atau isi yang akan 

dimuat baik politik, ekonomi dan berita lain. Dengan kata lain, mana yang aktual 

dan bermanfaat bagi pembaca itulah yang dimuat. 
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Untuk kegiatan redaksional secara garis besarnya meliputi persiapan, 

perencanaan, penugasan, peliputan, pematangan, penulisan, penyuntingan, 

pemuatan dan percetakan. Khusus untuk rubrik opini yang merupakan tulisan dari 

para intelektual, seleksi langsung dilakukan oleh pimpinan redaksi dan akan 

sedikit mengalami perubahan mengingat sifatnya yang merupakan suatu pendapat. 

Sedangkan untuk tulisan-tulisan lain ditangani oleh redaksi masing-masing 

dengan syarat yaitu tidak terlalu ilmiah, sedikit populer dan sesuai dengan tingkat 

pengetahuan masyarakat. 

 

2.2.3. Pola Peliputan 

Kompas memiliki pola peliputan yang tetap dan tidak menganut adanya 

persentase dan volume atas berita yang dimuat. Namun sejak tahun 1995, telah 

terjadi perubahan pola peliputan yang berkaitan dengan tata letak halaman dan 

penambahan halaman dari 20 menjadi 24 halaman setiap harinya. Penambahan ini 

merupakan bagian dari strategi Kompas untuk menyiasati perkembangan pembaca 

dalam usahanya memperoleh informasi yang lebih lengkap dan lebih mendalam. 

Penambahan ini juga karena semakin berfungsinya Litbang Kompas dalam 

membuat analisis atas berbagai peristiwa sehingga memerlukan rubrik khusus 

untuk menampilkannya. Dengan adanya pola peliputan ini, penentuan jenis-jenis 

informasi untuk diletakkan pada setiap halaman menjadi jelas. Dengan kata lain 

pola peliputan juga menentukan terhadap pemuatan suatu berita dan peletakannya. 

Layaknya surat kabar pada umumnya, Kompas menyajikan headline di 

halaman muka, satu foto visualisasi headline maupun foto lepas dan satu headline 

di halaman dalam. Penentuan isu atau topik sebagai headline dengan angle 

tertentu dibahas secara demokratis dalam rapat redaksi. Penentuan headline juga 

mempertimbangkan bobot layak berita tersebut. Selain headline, halaman muka 

berisi berita-berita penting yang bersifat umum. Sedangkan halaman dalam 

menyajikan berita-berita tertentu menurut sifat dan informasinya dalam ulasan 

yang mendalam. Biasanya halaman dalam sudah dibagi dalam beberapa kategori 

berita, seperti berita olahraga, ekonomi, hiburan, opini, berita daerah dan lain 
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sebagainya. Pembagian ini akan lebih memudahkan bagi pembaca untuk mencari 

informasi yang diinginkan. 

Kompas juga mempunyai edisi Minggu. Secara fisik perbedaannya dengan 

edisi lain adalah edisi Minggu menyajikan lebih banyak foto-foto berwarna. 

Isinya pun berbeda, edisi Minggu biasanya menyajikan informasi yang sifatnya 

ringan dan penuh dengan artikel-artikel, hiburan, musik, film, profil dan 

sebagainya. 

Terkadang pola peliputan sewaktu-waktu dapat berubah jika ada suatu event 

yang memang membuat redaksi memandang perlu untuk menyajikan secara 

khusus dengan porsi yang besar atau pemasangan iklan satu halaman penuh. 

Biasanya hal ini terjadi jika ada event besar yang menyedot perhatian masyarakat, 

seperti Piala Dunia, Sidang Umum MPR dan lain sebagainya. Bahkan pada event 

Piala Dunia 2002, Kompas menyajikan khusus berita seputar Piala Dunia 

sebanyak 8 halaman. Penyajian secara khusus seperti Piala Dunia ini, di samping 

merupakan kebutuhan masyarakat juga dapat mendatangkan iklan yang besar. 

 

2.2.4. Tiras dan Sirkulasi 

Tiras Kompas dari hari ke hari terus mengalami peningkatan. Jika pada 

penerbitan pertama,  Kompas dicetak 4.800 eksemplar, maka pada 1995 saja, 

oplah Kompas  sudah mencapai 523.497 eksemplar. Dan kini oplah Kompas  

tertahan pada angka 450 ribu hingga 500 ribu.  Untuk lebih jelas perkembangan 

tiras Kompas  dapat dilihat pada tabel berikut :  
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Tabel 2.1  Perkembangan Tiras Kompas 

No. Tahun Oplah 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

1965 

1970 

1975 

1980 

1985 

1990 

1995 

13.267 

77.316 

203.925 

317.495 

467.364 

520.328 

523.497 

                     Sumber : Brosur Kompas 1995 

 

Bisa dikatakan  telah beredar di seluruh pelosok Tanah Air. Apalagi dengan 

sistem cetak jarak jauh yang memungkinkan pembaca di daerah dapat menikmati 

Kompas sedini mungkin seperti pembaca di Jakarta dan sekitarnya. Sebelum 

adanya sistem cetak jarak jauh, distribusi Kompas dilakukan dengan perjalanan 

darat untuk wilayah Jabotabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan 

Lampung. Sedangkan daerah-daerah lainnya dikirim dengan menggunakan jasa 

angkutan kargo. Kompas juga beredar di luar negeri. Untuk itu, Kompas 

menempatkan agennya di Singapura, Hongkong, dan Pantai Barat. 

 

2.2.5. Profil Pembaca Kompas 

Dalam menentukan isi, gaya bahasa dan kemasan surat kabar perlu adanya 

penjajakan terhadap segmen pembacanya. Kompas telah melakukan kerja sama 

dengan lembaga riset independen untuk mengetahui siapa pembacanya, dari 

kalangan apa maupun tingkat pendidikannya. 

Survei yang dilakukan, baik oleh lembaga Litbang Kompas maupun 

lembaga Independen menghasilkan data sebagai berikut : 
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Tabel 2.2 

                 Persentase Tingkat Pendidikan Pembaca Kompas  

No. Tingkat Pendidikan Pembaca Persentase (%) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Lulus SD 

Lulus SLTP 

Lulus SMU 

Akademi/D1/D2 

Sarjana Muda 

Sarjana S1 

Sarjana S2/S3 

0,7 

2,49 

24,95 

10,52 

8,2 

45,64 

7,5 

  Jumlah 100 

                                Sumber : Litbang Kompas 1998 

 

Tabel 2.3 

Persentase Pangsa Pasar Harian Umum Kompas  

No. Daerah Persentase Sirkulasi 

1. Jakarta 46,77 % 

2. BoTaBek 13,02 % 

3. Jawa Barat 13,02 % 

4. Jawa Tengah & Yogyakarta 6,67 % 

5. Jawa Timur 2, 04 % 

6. Sumatra 8,81 % 

7. Kalimantan 2,16 % 

8. Indonesia Timur 4,23 % 

                                   Sumber : AC Nielsen Media Index, 1999 
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2.2.6.  Riwayat Halaman Opini 

Salah satu ciri dan kebanggaan harian Kompas adalah kolom Opini yang 

kini berada di halaman VI, sebelumnya cukup lama berada pada halaman IV 

Harian Umum Kompas yang berisi artikel, surat pembaca serta tajuk rencana yang 

juga disebut sebagai halaman opini sekedar untuk membedakan dengan halaman 

lain yang berisi berita. Kaum intelektual dari siswa, mahasiswa, dosen sampai 

dengan guru besar universitas menjadikan halaman VI Kompas sebagai sumber 

informasi ilmiah dan memberikan pencerahan intelektual. Karena di halaman ini 

sering digunakan sebagai laporan hasil penelitian di mana terdapat artikel yang 

merupakan opini para tokoh dari berbagai bidang dan latar belakang pendidikan. 

Halaman VI ini selain merupakan ciri khas dari Kompas juga merupakan lembar 

pertarungan wacana  antar tokoh dalam menyikapi fenomena yang ada di sekitar 

kita baik nasional maupun internasional.  

Halaman VI harian Kompas mempunyai riwayat dan latar belakang sendiri, 

terutama ruangan untuk artikel. Menurut Jakob Oetama, latar belakang artikel 

dalam Kompas berhubungan erat dengan filsafat dan tujuan Kompas, yaitu 

mengembangkan kultur dan infrastruktur demokrasi sesuai dengan komitmen 

sejarah pergerakan bangsa Indonesia. Melalui berbagai artikel di halaman VI 

Kompas, perbedaan pendapat masyarakat, aspirasi dan persoalan masyarakat 

diberi saluran untuk dinyatakan dan saling dikaji serta diuji. Khalayak pembaca 

diajak belajar menghargai perbedaan dan mengembangkan perbedaan sebagai 

sumber konstruktif untuk memajukan kesejahteraan rakyat dengan banyaknya 

artikel yang meninjau persoalan masyarakat dari berbagai sudut pandang dan latar 

belakang, 

Tidak mudah bagi penulis artikel untuk berkontribusi pada halaman opini 

meskipun begitu banyak permasalahan yang bisa diangkat. Karena menyangkut 

gagasan baru yang belum ditulis sebelumnya, persoalannya masih aktual, di 

samping penulisnya juga harus memiliki kompetensi terhadap tulisan yang 

dihasilkan. Permasalahan yang diangkat dalam halaman VI ini tiada batas. Bukan 

saja permasalahan kemasyarakatan yang meliputi segi ekonomi, politik, sosial, 
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budaya, filsafat, tetapi juga masalah-masalah teknis. Namun karena media-media 

kejuruan sekarang banyak bermunculan, Kompas membatasi pada tulisan-tulisan 

masalah kemasyarakatan yang mempunyai dimensi politik, sosial, ekonomi, 

filsafat dan budaya. Sedangkan artikel mengenai aspek teknis dikurangi atau 

ditiadakan. 

Pada awalnya redaksi dan staf halaman VI Kompas biasanya bersikap pasif, 

artinya hanya menunggu artikel masuk. Saat ini menurut Jakob Oetama, sikap 

tersebut diubah menjadi aktif. Redaksi halaman VI sudah tidak menunggu 

datangnya artikel, tapi mencari penulis dan kolumnis untuk menulis artikel untuk 

suatu masalah yang sedang aktual. Sikap dan orientasi redaksi halaman VI sama 

seperti sikap wartawan atau redaksi berita, yaitu aktif, peka, lincah, gelisah dan 

reflektif. Redaksi halaman VI harus peka terhadap berita dan fenomena yang 

sedang aktual kemudian gesit mencari penulis komentar atau artikel. Untuk itu 

desk halaman VI perlu mempunyai daftar penulis dan  calon penulis seperti 

biodata, keahlian serta alamat lengkap 

 

2.2.7.  Susunan Organisasi Perusahaan dan Redaksi 

Kompas sebagai suatu perusahaan pers, juga mempunyai susunan 

organisasi, baik susunan organisasi pada perusahaan maupun data redaksinya 

yang kesemuanya tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan satu 

sama lain. Berikut nama-nama yang menduduki berbagai jabatan dalam 

perusahaan.  
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Tabel 2.4.  Pemegang Harian Umum Kompas 

No Jabatan Nama Penjabat 
1 Pemimpin Umum              Jakob Oetama 

2 Wakil Pemimpin Umum Agung Adiprasetyo, St. Sularto     

3 Pemimpin Redaksi/ Penanggung 
jawab              Rikard Bagun 

4 Wapimred Trias Kuncahyono, Taufik H. Mihardja 

5 Redaktur Senior Ninok Leksono 

6 Redaktur Pelaksana Budiman Tanuredjo 

7 Wakil  Redpel Andi Suruji, James Luhulima 

8 Sekretaris Redaksi    Retno Bintarti, M. Nasir 

9 Wakil Sekretaris Redaksi Mamak Sutamat, Oemar Samsuri 

10 Staff Redaksi  

G. M. Sudarta, Indrawan SM, Totok 
Purwanto, Kartono Ryadi, JB Kristanto, 
Bambang SP., Julius Pourwanto, Tony D. 
Widyastono, Jimmy S Harianto, Bre Redana, 
James Luhulima, Fitrisia M, Budiarto 
Shambazy, Myrna Ratna M, Agus Hermawan, 
Sri Hartati, Rusdi Amral, Irving R. Noor, 
Ninuk Prambudy, , Efix mulayadi, Agnes 
Aristiarini, Fandri Yuniarti, Simon Saragih, 
Dedi Muhtadi, Budiman Tanuredjo, Banu 
Astono, Abun Sanda, Andi Suruji, Kenedi 
Nurhan, Jimmy WP, Markus Duan Allo, 
Irwan Gunawan, Reinhart Simanjuntak, M. S. 
Hendrowijono, AM Dewabrata, M Sjafei 
Hasanbasari, Dudy Sudibyo, TD Asmadi, J. 
Osdar, Maruli Tobing, , HD Pristiwanto, 
Muzni Muis, Rudi Badil, Gunawan Setiadi, 
Bpb Hutabarat, dan lain-lain. 

11 Pemimpin Perusahaan Lukas Widjaja 

12 Kepala Litbang              Daniel Dhakidae 

13 Manajer Sirkulasi Sugeng Hari Santoso 

14 Manajer Iklan              Lukas Widjaja 

 

2.3.  RUU Keistimewaan DIY 

Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) Yogyakarta dirancang 

perama kali pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno putri di tahun  

2002 .(Tempo, edisi 20-26 Desember 2010) Setelah melalui pembahasan DPR 

(Dewan Perwakilan Rakyat) selama lebih 3 bulan, terdapat enam kesepakatan 
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keistimewaan, dan satu yang tidak memperoleh kesepakatan, yakni apakah 

gubernur dan wakil gubernur dipilih atau ditetapkan.  

Selama menunggu pengesahan RUUK - DIY tersebut Sultan sempat 

memberikan pernyataan bahwa Sultan akan mundur sebagai gubernur DIY. 

Dalam orasi budaya yang berjudul ‟Mengabdi Untuk Pertiwi”, 7 April 2007, 

Sri Sultan Hamengku Buwono X, menegaskan bahwa dirinya tidak bersedia 

dicalonkan kembali menjadi Gubernur Yogyakarta. Beliau juga menitipkan 

masyarakat Yogyakarta kepada Gubernur terpilih pasca 2008. Pernyataan Sri 

Sultan ini menimbulkan tantangan sekaligus peluang yang tidak mudah bagi 

masyarakat Yogyakarta.  

Jauh-jauh hari sebelum Republik ini berdiri yakni tahun 1945, di Yogyakarta 

sudah ada 2 negara yang berdaulat, yakni Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat yang 

saat itu diperintah Sultan Hamengku Buwono (HB) IX, dan Kadipaten Paku 

Alaman di bawah Sri Paku Alam VIII. 

Sebagai negara yang berdaulat, keberadaan Kerajaan Ngayogyakarta 

Hadiningrat diakui Pemerintah Kolonial Belanda. Lalu setelah Belanda menyerah 

kepada Jepang dan bumi nusantara dikuasai Jepang, Sultan HB IX bersikeras agar 

Yogyakarta tetap di bawahnya dan tidak jatuh di bawah kekuasaan Jepang. 

Sebagai penjajah baru yang ingin menarik simpati rakyat, maka Jepang melalui 

Penguasa Militer Dai Nippon di Jakarta mengangkat Sultan HB IX sebagai 

penguasa tunggal di Yogyakarta. 

Setelah Jepang kalah dari Sekutu, Sultan yang berpendidikan Belanda sama 

sekali tidak mendukung Belanda yang ingin kembali menjajah bumi pertiwi. 

Sultan HB IX dan Sri Paku Alam VIII, malah mendukung RI yang baru saja 

berdiri.  

Tanggal 5 September 1945, Sultan HB IX dan Sri Paku alam VIII 

mengeluarkan 'Amanat' yang merupakan maklumat politik yang ditujukan 

kepada segenap rakyat Yogyakarta dan dikirimkan kepada Presiden Sukarno,  

yang berupa penegasan bahwa Yogyakarta adalah bagian dari Negara Kesatuan 
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Republik Indonesia (NKRI). Ya, 2 negara yang telah lama berdaulat itu 

menggabungkan diri dengan negara yang baru saja terbentuk, yang masih sangat 

labil dalam segala aspek, baik politik, keamanan, sosial dan ekonomi. Ini adalah 

sebuah langkah yang sangat berani mengingat wilayah RI saat itu masih sangat 

terbatas, yakni sebagian Sumatra, Jakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur. 

Lalu saat situasi gawat sebagai akibat Perjanjian Linggarjati antara RI dan 

Belanda, Sultan HB IX memberi tempat perlindungan kepada para pemimpin RI 

dan memberikan wilayah Yogyakarta sebagai Ibukota Perjuangan RI.  

Saat peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949, Sultan HB IX memiliki andil 

yang sangat besar. Ketika itu kraton dijadikan tempat persembunyian para 

pejuang RI, dan Belanda mengetahuinya. Tentara-tentara Belanda dengan tank-

tank yang mengarah ke kraton mengepung. Namun saat Sultan HB IX keluar, 

tentara-tentara Belanda itu ciut nyali. Mereka tak berani menginjakkan kaki ke 

kraton dan mundur. 

Karena telah mendukung penuh RI, maka tanggal 15 Agustus 1950, 

Pemerintah RI memberikan status istimewa kepada Yogyakarta dan Aceh. 

Sumbangsih Sultan HB IX sangat besar untuk negeri ini, termasuk di dunia 

pendidikan. Tanah yang digunakan untuk kampus Universitas Gadjah Mada 

(UGM) adalah tanah kesultanan. Juga kampus Universitas Widya Mataram. 

Meski seorang Raja, Sultan HB IX adalah seorang yang merakyat. 

Sebenarnya hal ini sudah mulai terlihat saat beliau dinobatkan menjadi Sultan, 

yakni dalam pidato yang berjudul Tahta Untuk Rakyat. Hal ini menunjukkan 

komitmennya terhadap rakyat, bahkan hal itu tercermin dalam kesehariannya. 

Dalam sebuah buku, kalau tak salah judulnya Tahta Untuk Rakyat 

Atmakusumah (penyuting)(2011). “Takhta untuk Rakyat, Celah-celah Kehidupan 

Sultan Hamengkubuwono IX”, cet, keempat (edisi revisi),sebuah buku tentang 

biografi Sultan HB IX, terkuak sebuah cerita betapa dekatnya ia dengan rakyat. 

Pernah suatu ketika Sultan dalam perjalanan dengan kendaraannya. Beliau 

membantu seorang ibu pedagang pasar dan mengantarkannya sampai ke pasar 
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Kranggan. Ibu bakul pasar yang tak tahu siapa yang mengantarkannya itu, malah 

menyuruh-nyuruh Sultan untuk mengangkat-angkat barang seperti kuli, dan 

Sultan pun menurutinya. Setelah Sultan pergi, ada yang memberi tahu pada si ibu 

bakul pasar tadi bahwa yang telah mengantar dan mengangkut barang-barangnya 

itu tak lain adalah Ngarsa Dalem, si ibu itu konon, langsung pingsan... 

Lalu saat menjabat sebagai Menteri, Sultan HB IX sering kali bolak-balik 

Yogyakarta - Jakarta dengan menyetir mobilnya sendiri. Selama dalam perjalanan 

itulah, mobil Sultan sering distop orang yang mencari tumpangan karena memang 

saat itu kendaraan sangat jarang. Dan Sultan memberi tumpangan di sepanjang 

jalan Jakarta - Yogyakarta dengan..., gratis!  

Pengabdian Sultan HB IX diteruskan putranya, Sultan HB X. Saat demo 

besar-besaran menentang Orde Baru dan menuntut Reformasi di tahun 1998, ada 

kerusuhan di mana-mana. Tapi keadaan di Yogyakarta relatif kondusif karena 

sosok Sultan HB X. Dan Sultan HB X adalah salah satu tokoh dalam deklarasi 

Cianjur. 

Tahun 2008 saat Sultan HB X mengisyaratkan untuk tidak lagi bersedia 

menjadi Gubernur DIY, ribuan rakyat melakukan sidang rakyat di halaman 

gedung DPRD DIY, yang intinya tetap mendukung Sultan HB X sebagai 

Gubernur DIY. Selain itu ribuan rakyat dari berbagai penjuru DIY juga 

melakukan pisowanan agung, yakni berbondong-bondong datang dan berkumpul 

di alun-alun utara untuk berdialog dengan Sultan. 

Adalah kehendak rakyat Yogyakarta agar tetap dipimpin Sultan. Adalah 

kehendak rakyat Yogyakarta agar segala sesuatu yang membuat Yogyakarta 

istimewa tetap dipertahankan, selain faktor sejarah. Adalah kehendak rakyat jika 

monarki itu tetap ada. Hal itu tak lain karena monarki yang ada di Yogyakarta 

adalah bukan monarki absolut yang sama sekali tidak melibatkan rakyat. Monarki 

di Yogyakarta adalah monarki terbatas. Monarki kultural. 

Bukti bahwa Yogyakarta tidak menerapkan sistem monarki absolut tapi 

justru menerapkan sistem demokrasi adalah adanya pilkada di 4 Kabupaten dan 1 
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Kota. Ada DPRD. Juga adanya pilihan lurah di tingkat desa, yang pelaksanaannya 

pun secara esensial sama dengan pemilu atau pilkada. Selain itu, di saat-saat yang 

dianggap urgen, ada pisowanan agung di mana rakyat berdialog dan menyatakan 

kehendaknya kepada Sultan.... Nah, apakah ini bukan demokrasi? 

Dengan demikian, haruskah keistimewaan Yogyakarta diutak-atik atau 

bahkan dihapus? Haruskah mengabaikan keinginan rakyat Yogyakarta itu sendiri? 

Padahal keistimewaan Yogyakarta sudah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 

1945. 

Dalam pasal 18B UUD 1945 disebutkan bahwa  : "negara untuk mengakui 

dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat 

istimewa yang diatur dengan undang-undang." 

Dalam RUUK Yogyakarta Ada 4 hal yang layak dibicarakan pertama 

berkaitan dengan rumusan keistimewaan, kedua kedudukan gubernur utama dan 

wakilnya, ketiga hierarki peraturan perundang-undangan dan keempat berkaitan 

dengan pertanahan dan tata ruang. Selain itu bahwa dalam RUUK - DIY tersebut 

terdapat ketidakkonsistenan dan memotong sejarah Yogyakarta. Rumusan 

keistimewaan dalam pasal 1 angka 2 yang mendasarkan sejarah Yogyakarta dan 

Asal-usul Yogyakarta dan penjelasan pasal 4. Isu krusialnya bahwa yang 

dimaksud dengan asal-usul adalah bentuk penghargaan dan penghormatan dari 

negara atas pernyataan integrasinya Kesultanan dan Pakualam ke dalam Republik 

Indonesia. Padahal sejarah Yogyakarta dimulai dari Kasultanan Ngayogyakarta 

Hadiningrat berdiri sejak 1755 didirikan oleh Pangeran Mangkubumi yang 

kemudian bergelar Sultan Hamengku Buwono I. Kadipaten Pakualaman, berdiri 

sejak 1813, didirikan oleh Pangeran Notokusumo, (saudara Sultan Hamengku 

Buwono II ) kemudian bergelar Adipati Paku Alam I. Baik Kasultanan maupun 

Pakualaman, diakui oleh Pemerintah Hindia Belanda sebagai Kerajaan dengan 

hak mengatur rumah tangga sendiri.  

Semua itu dinyatakan di dalam kontrak politik. Terakhir kontrak politik 

Kasultanan tercantum dalam Staatsblad 1941 No. 47 dan kontrak politik 

Pakualaman dalam Staatsblaad 1941 No. 577. Dari pemotongan konsep sejarah 
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inilah yang memicu adanya perdebatan keistimewaan antara demokrasi dan 

monarki. Jika kita menganut paham Demokrasi dan Kebinekaan, maka jika rakyat 

Yogyakarta memilih bentuk monarki ya sah-sah saja. 

Sedangkan di lain hal, rujukan konstitusi yaitu pasal 18 dan pasal 18ª dan 

pasal 18 B UUD 1945. Ketentuan inilah yang bisa menjadi pijakan, RUU yang 

istimewa, terutama pasal 18 b ayat 1, melihat satuan pemerintah bisa pada 

strukturnya, bisa juga administrasinya konsekuensinya, RUU ini menurut saya 

tujuan utamanya pengisian gubernur dan wakil gubernur menjadi dipaksakan 

seolah-olah memberikan legitimasi, jika gubernur harus dipilih sehingga ada 

beberapa ketentuan yang lucu dan mengingkari demokratis dalam RUU sultan dan 

paku alam sebagai gub dan wagub sultan dan paku alam bisa menjadi calon tapi 

ada mekanisme khusus jika sultan bersedia, maka wakilnya harus paku alam jika 

tidak bersedia, paku alam tidak boleh mencalonkan sultan tetap mendapat 

prioritas tidak ada batasan kerabat sampai mana yang bisa mencalonkan. 

Dari sisi pertanahan, seharusnya harus menekankan pada kebijakan Kepala 

Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut telah sesuai dan selaras dengan UUPA dan 

oleh karenanya tidak terdapat pertentangan satu sama lain. Bahkan hal ini dapat 

dibenarkan berdasarkan hak asal-usul yang dimiliki oleh Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Yang jelas, selama ini inventarisasi dan pembagian tanah oleh BPN 

atas tanah-tanah Swapraja/bekas Swapraja didasarkan pada Peraturan Pemerintah 

No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti 

Kerugian. Fakta ini dalam prakteknya selalu berhadapan dengan masalah pro dan 

kontra, disebabkan karena adanya anggapan dari berbagai pihak yang menyatakan 

bahwa PP No. 224 Tahun 1961 itu tidak bisa dijadikan dasar, dan oleh karenanya 

tanah-tanah Swapraja/bekas Swapraja itu tetap tidak jelas statusnya. 

Dalam beberapa tahun terakhir, dinamika politik seputar Provinsi 

Yogyakarta menjadi perbincangan publik yang cukup panas di pentas nasional. 

Terkait RUU Keistimewaan DIY, pemerintah sedang merancang persiapan 

pemilihan Gubernur secara demokratis seperti daerah lain. Padahal selama ini 

Gubernur dan Wakil Gubernur DIY melekat pada diri Sri Sultan dan Paku Alam. 
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Itu menjadi kontroversi karena usulan pemerintah tidak sejalan dengan 

Keistimewaan DIY yang dijamin Konstitusi dan warisan sejarah yang perlu dijaga 

bersama. 

RUU Keistimewaan DIY yang dibahas DPR bersama pemerintah harus 

merumuskan dan memberikan legalitas terhadap praktek penyelenggaraan 

pemerintahan yang terbukti efektif, masyarakat merasa terayomi, tenteram, dan 

tidak pernah ada gejolak sosial. Lantas, mengapa SBY mengutak-atik warisan 

sejarah Keistimewaan Yogyakarta? Apakah Presiden SBY tidak pernah membaca 

sejarah sehingga tidak paham akan warisan sejarah bangsa masa lalu? Pertanyaan 

itu terkesan naïf, karena realitanya memang seperti itu. 

Itu sebabnya, mayoritas fraksi di Komisi II DPR baru-baru ini menilai 

RUUK Yogyakarta justru banyak masalah. Konsep gubernur utama dan wakil 

gubernur utama pemerintah ditolak mayoritas fraksi dan agar dihapuskan. Karena 

konsep itu berpotensi memunculkan konflik dan mengaburkan keistimewaan jika 

tetap ada pemilihan kepala daerah seperti daerah lain. Itu suasana pembahasan 

RUUK Yogyakarta dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR dengan Menteri 

Dalam Negeri, Gamawan Fauzi dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, 

Patrialis Akbar. 

Mengenai mekanisme penetapan langsung, menurut Harun Al Rasyid dari 

Fraksi Partai Gerindra, selama mekanisme penetapan langsung Sri Sultan HB X 

dan Sri Pakualam IX sebagai gubernur dan wakil gubernur tidak menimbulkan 

gejolak tidak perlu ada mekanisme baru (Kompas, 24/5/11). 

Sebagian besar fraksi menginginkan Sultan dan Paku Alam langsung 

ditetapkan sebagai Gubernur DIY dan Wakil Gubernur DIY. Dan mayoritas fraksi 

meminta konsep gubernur utama dan wakil gubernur utama dihapuskan. Karena 

dinilai sebagai penyimpangan konstitusi dan tidak diatur dalam UUD 1945. 

Sehingga, mayoritas fraksi, kecuali Fraksi Demokrat, meminta agar pemerintah 

menghapus nomenklatur gubernur utama dan wakil gubernur utama beserta norma 

terkait yang ada dalam RUUK DIY.  Fraksi-fraksi yang menolak nomenklatur 

gubernur utama dan wakil gubernur utama adalah Fraksi PDI-P, Fraksi Partai 

 65 



Golkar, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Fraksi Partai Amanat Nasional 

(FPAN), Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP), Fraksi Partai Kebangkitan 

Bangsa (FPKB), Fraksi Partai Gerindra, dan Fraksi Partai Hanura. 

 

2.3.1. Warisan Sejarah 

Siapa pun yang membaca sejarah pasti paham, bergabungnya Kasultanan 

Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman ke dalam NKRI merupakan fakta sejarah 

yang tak dapat dipungkiri. Pemerintahan Kasultanan dan Pakualaman Yogyakarta 

justru lebih dahulu ada dan berjasa terhadap kemerdekaan NKRI. Kasultanan 

Yogyakarta ikut membiayai pelantikan Presiden Soekarno. Juga banyak aset 

pemerintah Kasultanan yang difungsikan pemerintahan NKRI ketika dalam 

pengasingan. Seperti Gedung Agung yang pernah dijadikan istana kepresidenan 

yang kini milik negara. Dan Universitas Gadjah Mada, tanahnya adalah 

pemberian kraton kasultanan. Bahkan ketika dalam pengungsian di Yogyakarta, 

para pegawai Republik digaji dengan uang pribadi Sultan HB IX hingga mencapai 

6 juta golden Belanda. 

Pemerintah pusat harus tahu aspek historis itu. Posisi Sri Sultan adalah 

simbol budaya sekaligus pemimpin politik masyarakat. Jika posisi jabatan 

gubernur Provinsi DIY melalui pemilihan hal itu sebagai upaya mereduksi fakta 

sejarah. Bila itu terjadi masyarakat Yogyakarta kehilangan pemimpinnya. Rakyat 

akan kehilangan pengayom, penjamin, dan pelayan yang selama ini ditaati. 

Sehingga, gubernur yang terpilih akan kerepotan karena tidak dianggap 

pemimpin. Sebab, pemimpin yang sebenarnya adalah Sri Sultan dan Paku Alam 

bagi warga Yogyakarta. 

Menyikapi hal itu, pemerintah pusat sebenarnya tidak usah repot membuat 

RUUK Yogyakarta yang mengundang kontroversi. Dengan keistimewaan yang 

selama ini berjalan, Sri Sultan secara otomatis ditetapkan dan dikukuhkan menjadi 

gubernur sudah sesuai konstitusi. UUD 1945 Pasal 18A dan 18B menjamin hal 
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itu. Apalagi banyak partai menyarankan agar gubernur Yogyakarta melalui 

penetapan karena di situlah keistimewaannya. 

Begitu pula, Dewan Perwakilan Daerah RI juga mengusulkan draf RUUK 

DIY ke DPR RI sebagai bahan pertimbangan. Usulan tentang keistimewaan DIY 

itu diajukan pada 26 Oktober 2010. Intinya, bahwa Sri Sultan Hamengku Buwono 

sebagai kepala daerah dan Sri Paduka Paku Alam sebagai wakil kepala daerah 

melalui penetapan. Itulah prinsip keistimewaan provinsi Yogyakarta. DPD 

mengusulkan itu dengan pertimbangan aspek historis dan jasa rakyat Yogyakarta 

dalam komitmennya terhadap NKRI. 

Jika Sri Sultan sebagai simbol budaya dan pemimpin sudah terpisah, itu 

artinya menghilangkan kepemimpinan lokal yang sudah berakar di masyarakat. 

Kebijakan politik seperti itu tentu tidak mencerminkan subtansi demokrasi. 

Bahkan mencabik-cabik demokrasi. Demokrasi adalah dari, oleh, dan untuk 

rakyat. Dwi Tunggal Hamengkoni Agung merupakan sistem politik yang sudah 

baku dan merupakan kesepakatan rakyat DIY sebelum pemerintahan RI merdeka. 

Rakyat DIY tidak ingin terjebak pada pengertian dan praktek demokrasi 

prosedural. Sebab, demokrasi tidak sekadar formalistik prosedural dari bentuk 

luarnya, melainkan harus dilihat aspek substantif. Yakni, aspek historis dan tradisi 

lokal masyarakat di mana demokrasi itu diterapkan. Pemerintah pusat harus 

memahami hal itu agar kebijakannya tidak kontra produktif dengan tujuan yang 

sebenarnya. 

Pembentukan DIY bukan hanya masalah hukum dan UU. Ia adalah 

keputusan bersejarah yang jelas rasionalnya dalam perjalanan sejarah. Kalaupun 

pembentukan itu hendak dijadikan masalah UU, sebagai produk buatan manusia, 

ia harus dibuat bersendikan tidak hanya akal, tetapi juga akal budi dan kearifan. 

Hanya orang yang berbudi yang dapat menghargai budi luhur orang lain. Presiden 

SBY, Wapres Boediono, Mendagri Gamawan Fauzi dan Menkumham Patrialis 

Akbar harus faham itu. 
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Tabel 2.5. 

Sejumlah Usulan Kepemimpinan di Daerah Istimewa Yogyakarta 

Versi DPRD Provinsi 
DIY (Keputusan Nomor. 
18/K/DPRD/2003) 

Versi Jur. Ilmu 
Pemerintahan UGM 
(Draf 10 Juni 2007) 

Versi Pemerintah Pusat 
(Draf Juni 2008 dari 
legalitas.org) 

Gubernur dan wakil 
Gubernur adalah Sultan dan 
Adipati Paku Alam 

Pemerintah Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta terdiri 
atas pengageng, pemerintah 
daerah provinsi, dan DPRD 
Provinsi. 

Pemerintah Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta terdiri atas 
parardhya, pemerintah daerah 
provinsi, dan DPRD Provinsi. 

 

Gubernur dan Wakil 
Gubernur diangkat oleh 
Presiden Republik Indonesia 

Pengageng adalah Sultan 
Hamengku Buwono dari 
Kesultanan Ngayogyokarta 
Hadiningrat dan Adipati Paku 
Alam dari Kadipaten 
Pakualaman yang bertakhta 
secara sah. 

Paradhya adalah Sultan 
Hamnegku Buwono dari 
kasultaman Ngayogyokaqrto 
Hadiningrat dan Adipati Paku 
Alam dari Kadipaten 
Pakualaman yang bertakhta 
secara sah 

DPRD setiap lima tahun 
sekali menetapkan gubernur 
dan wakil gubernur 

 

Pengageng adalah Sultan 
Hamengku Buwono dari 
Kesultanan Ngayogyokarta 
Hadiningrat dan Adipati Paku 
Alam dari Kadipaten 
Pakualaman yang bertakhta 
secara sah. 

 

Parardhya merupakan satu 
kesatuan lembaga yang berfungsi 
sebagai simbol, pelindung dan 
penjaga budaya, serta pengayom 
dan pemersatu masyarakat 
Daerah Istimewa Yogyakarta 

Keraton Yogyakarta bukan 
merupakan lembaga 
pemerintahan dalam Daerah 
Istimewa Yogyakarta 

Pengageng merupakan satu 
kesatuan lembaga yang 
berfungsi sebagai simbol, 
pelindung dan penjaga 
budaya, serta pengayom dan 
pemersatu masyarakat 
Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Pemilihan gubernur dan wakil 
gubernur secara langsung 

 

Keraton Yogyakarta dan Puro 
Pakualaman adalah lembaga 
yang berfungsi menjaga dan 
melestarikan nilai-nilai adat 
budaya dan pemersatu 
masyarakat Daerah Istimewa 
Yogyakarta 

Pemilihan gubernur dan 
wakil gubernur secara 
langsung 

Pemilihan gubernur dan 
wakil gubernur dilaksanakan 
sesuai dengan tata cara 
sebagaimana ditentukan 
dalam peraturan perundang-
undangan. 

Pemilihan  gubernur dan wakil 
gubernur dilaksanakan sesuai 
dengan tata cara sebagaimana 
ditentukan dalam peraturan 
perundang-undangan 
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